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ABSTRAK

(A)Nama: Illona (NIM: 217221024)

(B) Judul Tesis: Pengenaan Pajak Dalam Perolehan Hak Properti Bagi Warga
Negara Asing (Perbandingan Indonesia dan Singapura)

(C) Halaman: XVIII+162+45+2024

(D)Kata Kunci:
Perbandingan, Pengenaan Pajak, Hak Properti, Warga Negara Asing,
Indonesia, Singapura

(E) Isi:
Perkembangan global saat ini telah membuka peluang bagi WNA untuk
memperoleh properti di luar batas wilayah negaranya. Banyak negara yang
telah mengatur perihal perolehan hak properti sampai dengan pengaturan
mengenai pengenaan pajaknya dengan tujuan memberikan kepastian
hukum dalam implementasinya. Indonesia merupakan salah satu negara
yang telah mengatur terkait hal tersebut bahkan telah memberikan
kemudahan dalam pengaturan perpajakannya untuk mendorong kemajuan
ekonomi di sektor properti. Namun realisasi terkait dengan perkembangan
kegiatan usaha melalui investasi properti oleh WNA di Indonesia sampai
saat ini tidak mengalami kemajuan secara signifikan dibandingkan dengan
Singapura. Berlandasan = demikian maka penulis memaparkan
permasalahan tentang bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan
pengenaan pajak terkait perolehan hak atas properti bagi WNA antara
Indonesia dan Singapura dan bagaimana pengaturan hukum yang dapat
diadaptasi oleh Indonesia dari perbandingan hukum pengenaan pajak
terkait perolehan hak atas properti dengan Singapura? Penulis meneliti
permasalahan tersebut dengan metode penelitian normatif menggunakan
pendekatan perbandingan atau komparatif dan perundang-undangan
dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Perbandingan pengenaan
pajak dalam perolehan hak properti bagi WNA menghasilkan adanya
persamaan dan perbedaan. Persamaan dapat terlihat dalam jenis pajak PBB
di Indonesia yang sama dengan APT di Singapura dan otoritas yang
berwenang perihal pengurusan pajak. Perbedaan terdapat macam pajak
lainnya, tarif, dasar pengenaan, tata cara pemungutan, perlakuan pajak dan
sistem pemungutan pajak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain berbeda
pada masing-masing negara. Indonesia yang tidak tertinggal dalam
regulasi dapat mengadaptasi kepastian hukum dalam pelaksanaan
pengenaan pajak dalam perolehan hak properti bagi WNA di negara ini.

(F) Acuan: 80 (1929-2023)

(G)Pembimbing: Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.

(H) Penulis:

Illona



ABSTRACT

(A)Name: Illona (NIM: 217221024)

(B) Thesis Title: Tax Imposition in The Acquisition of Property Rights for
Foreign Citizens (Comparison of Indonesia and Singapore)

(C) Pages: XVIII+162+45+2024

(D)Keywords:
Comparison, Taxation, Property Rights, Foreign Nationals, Indonesia,
Singapore

(E) Isi:
The current global development has opened opportunities for foreigners to
acquire property beyond their national borders. Many countries have
regulated the acquisition of property rights, including the taxation aspect,
aiming to provide legal certainty in their implementation. Indonesia is one
of the countries that has regulated these matters and has even facilitated
tax regulations to promote economic growth in the property sector.
However, the realization regarding the development of business activities
through property investment by foreigners in Indonesia has not progressed
significantly compared to Singapore. Based on this, the author raises the
issues surrounding the similarities and differences in tax imposition
regulations related to the acquisition of property rights for foreigners
between Indonesia and Singapore, and how legal regulations from
comparative study to Singapore's tax imposition laws on property
acquisition rights can be adapted by Indonesia. This research utilizes
normative research method with a comparative approach and legal
analysis, using literature review as the data collection technique. The
comparison of tax imposition on property acquisition for foreigners
reveals both similarities and differences. Similarities can be observed in
the type of property tax in Indonesia, which is similar to the Annual
Property Tax (APT) in Singapore, as well as the authorities responsible for
tax management. Differences exist in other types of taxes, rates, tax bases,
collection procedures, tax treatment, and tax collection systems influenced
by different factors in each country. Indonesia, not lagging behind in
regulations, can adapt legal certainty in the implementation of tax
imposition on the acquisition of property rights for foreigners in this
country.

(F) References: 80 (1929-2023)

(G)Mentor: Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.

(H) Author:
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